KONSEP POLITIK KENEGARAAN DALAM ISLAM
(Studi Amnalisis Tentang Pemikiran Politik al-Ghazli)
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Abstrale  ALGhezdli  memgelaborast  konsep
nerslahhmmye  dalamn ramaft keindupan  polibik
bermegare. la mengatakan hafitoa agana dan negaera
adalah  saudara  kembar, dengam  melakishan
kedudukan negara tevhadap agoma sehagm ma 1§
yatimm al-din (i@ kil Akan tetapn berbeda dengan
pumn  stream Sai‘mugan Sunmi, al-Ghezdli Hdak
mensyaratkan seorang fmam harus berasal dari suku
Queraysle.

Kata kunci: Ehatifal, tdm, fjma’.
FENDAHULUAN

Pembahasan tentang sistem politk dalam Islam  selalu
menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin Isu
antara [slam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang
integratif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi, selalu
muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara.
Memang untuk saat ind, hampir tdak ada belahan wilayah di
dunia yvang belum secara ntuh membentuk suatu negara atau
dalam artian, di mana dewasa ini konsepsi negara sudah
teraplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Hanya saja,
praktek bermegara itu belum sepenubnya menjamin hak-hak
warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik
yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, meka
pembahasan tentang konsep negara selalu muncul di tengah-
tengah kelangsungan suatu negara.

" Pesubin adalah Dosen J'm.llu [akhuladdin STATRN P«uﬂnm&n.
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Dalam sejarah lslam, konsep kenegaraan yang
dirumuskan oleh para ulama’ paling tidak terkandung dua
maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din
Syamsudin.! Perfoma, untuk menemukan idealitas [slam
mengenal negara (baik secara teoritis maupun  secara
formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana
bentuk negara dalam [slam. Kedua, ontuk mengupayakan
idealisasi dari Islam tentang prosedur penyelenggaraan
negara (baik pencarian, substansial, kenegaraan maupun segi
praktis bernegara). Frosedur penyelenggaraan ini berupaya
menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam.

Kajian sejarah pemikir kenegaraan Islam telah berhasil
memunculkan  tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya
masih orisinil untuk dibahas sampai sekarang. [H antara
tokoh tersebut adalah Imam al-Chazali. al-Ghazali nama
lengkapnya adalah Abil Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Tisi al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)? la selama ini
hanya dikenal sebagai tokoh pembaru dalam Islam yang
dinisbahkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan
ajaran hukum [slam dengan ajaran moral, dengan sedikit
dikatagorikan sebagai tokoh filsafat. Ternyata di dalam
beberapa tulisannya, ia memunculkan pula konsep-konsep
kenegaraannya. Sebutan istilah “saudara kembar' antara
tokoh-tokoh  pelaksana kenegaraan  dengan  tokoh-tokoh
agama (wlema' dan wmare’) adalah istilah al-Ghazali vang
populer.

Semasa hidup al-Ghazili, dunia Islam memang

engalami kemunduran dan kemerosotan yang makin parah
:Ilbd.r:l:l.!:l.gkﬂ.n dengan masa-masa sebelumnya, termasuk
kemorosotan kehidupan beragama dan akhlak. Semula al-

| Lihat M. Dhin Syamanddim, “Usaha Pencanian  Konscp Megara
dalam Sejarsh Pemikiran Politik Idam ™, (frmed Goecoe M0, 2, Vol, IV
tahun 1993, 4-9

2 Lihat al-Ghazili, fhpa" [lomoddie, (Beirt ¢ Die  al-Fikr,
141541995}, 3.
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Ghazdli mengira dan berharap akan dapat berbuat sesuatu
untuk memperbaiki kondisi dan situasi itu. Tetapi tampaknya
baik sekala maupun dimensi dan kompleksitas kebobrokan
itu sedemikian rupa schingga dia merasa semuanya itu jauh
dari jangkauan kemampuannya, * Keadaan di atas rupanya
yang mendorong al-Ghazali untuk meninggalkan Baghdad
dengan niat pergi haji ke Mekkah, Tapi sebelum ke Mekkah ia
pergi ke Damaskus, Syria. Selama dalam perjalanan inilah al-
Ghazili banvak menulis buku, khususnva yang berkaitan
dengan tasawul, Bahkan yang terpenting dari bukunya itu
adalah Ihwi® "Ulim ad-Din dan vang secara khusus dalam
bidang politik adalah al-Tifr al-Masbuk i Nasihat al-Mulfuk
Faktor sosio-kultural tersebut mempengaruhi corak politik al-
Ghazdli Di samping itn dalam masa hidup alGhazali,
kesatuan politik umat Islam sudah mulai retak, dunia Islam
diwarnai adanya sistem kekuasaan yang korup dan
persaingan yang tidak sehat. 3

[ samping faktor tersebut, faktor pendidikan dan
keluarga al-Ghazili juga mempengaruhi corak pemikiran
politiknva. Al-Ghazili lahir dari keluarga yang dipengaruhi
madhhab Shifi'i dan dati keluarga sederhana dan sejak awal
memasuki duma pendidikan ia sudah berkenalan dengan
tokoh-tokoh sufi, #

1 Zainal Abldin Abmad, Riwerar Brdup fovam al-Glazdl (Jahar ;
Bulan Dimang, 1975), 71

' Bub imi terdini dari dua bagian, yait bagian pertama tenfang
kepribadian seofung peapguasa dan bagien Eodua wontang cara menjalankan
keelouasaan, Bulm tni ditulis untuk mememshd permimtaan Muhammaed bin
Malile Shah ketilea 1a menpadi pengruasa dan ditulis oleh Imam al-Ghazili
tatkals ia suslsh krmbali dan pengembaraannya. Likat al-GGhazil, atTibr
al-Mashiok f§ Masihaes of- Moluk, (Beini @ Dir Al-Eunih al'Timiyvah, 1409 H
% 1988 M), 3

* Jeje Abdul Rarak, Politk Ketcgarsan ;| Pesulrren-pemiican al-
Ghardlf den fn Telorvak, (Surabaya : B llmu, 1999, 167

b Lihat Jamil Ahmad, Scraies Mirslim  Teckemuks, icr, Tim
Penerpemeah Pustaka Firdsus (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1993, %7-101
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Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan
konsep kenegaraan  dalam  perspektif al-Chazili, vang
pembahasannya mencakup: (1) asalusul timbulnya suatu
negara, (2) faktor-faktor pendukung utama tegaknya negara,
{#) hubungan antara negara dan agama, (4) kepemimpinan
atau kepala negara, (5) pengangkatan dan tugas kepala
negara, (6) sumber kekuasaan atau kedaulatan dan (7) bentuk
pemerintahan kenegaraan dalam perspektif al-Ghazali,

ASAL MULA TIMBULNYA NEGARA.

Tentang asal mula timbulnya negara, al-Ghazali berpendapat
bahwa manusia iftu adalah makhluk sosial. Manusia
ditentukan oleh Tuhan tidak dapat hidup menyendiri, tetapi
selalu membutuhkan pihak lain, sebagaimana pihak lain juga
membutuhkan hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup
sendiri, disebabkan oleh paling tidak ada dua faktor,

Pertama,  kebutuhan  akan  keturunan demi
kelangsungan hidup umat manusia, dan hal ini hanya
mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuoan
serta kelnarga. Hal ini sesuai dengan salah satu dasar
muaslzhah, yaitu menjaga keturonan (Jufz al-nasl), yang oleh al-
Ghazdll dirumuskan sebagai pentingnya menjalin hubungan
sesama manusia.

Fedun, saling membantu dalam penvediaan bahan
makanan, pakaian dan pendidikan anak. * Faktor yang kedua
ini pun merupakan penjabaran al-Ghazali dari prinsip al-
mursighah vang berkenaan dengan kebutuhan harta benda (Infz
al-mil}). Manusia sebagai ciptaan Tuhan melebihi makhluk
lainnya, ia saling menjaga. Penghidupan manusia dapat
sempurna hanya dengan tolong-menolong, saling membanta
dan saling menguatkan.

* Aba Hamid al-Ghazill, Jiyd* Ui af-Din, (Beirut : Dibr al-Afkr,
1975), 1745
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Untuk it menurut al-Chazili, negara merupakan
suatu lembaga vang penting, karena ia adalah suatu bentuk
pergaulan manusia dalam suatu komunitas. Sebab menurut
al-Ghazili negara merupakan penjaga untuk menjalankan
svari'at agama vang kokoh Agama merupakan landasan
kehidupan dunia vang menghantarkan kebahagiaan hakiki.
Dalam mewujudkan hal itu negara sangat diperlukan. Secara
tegas ia menyatakan : “Agama merupakan pokok (pondasi)
sebuah bangunan, 5e|:|a.ng negara adalah penvangganya,
Setiap bangunan tanpa ada pondasinya akan tumbang, begitu
juga dengan bangunan tanpa ada penyangga akan sia-sia” #

Masalah asal mula Negara itu demikian pentingnya
karena hal itu bertalian erat dengan cara manusia menyusun
dan menjalankan pemerintahan negaranya. ® Dipertegas oleh
al-Ghazili ketika ia menguraikan asal usul negara ind bahwa
negara adalah pranata yang md Id yatomm al-din ila bih (hal
vang Hdak niscaya demi sempurnanya agama).”®

Untuk memperkuat pernyvataannya, al-Ghazali juga
dalam membuat dasar negara yvang dipakai landasan adalah
manusia harus hidup saling tolong menolong dan saling
bergantung.'* Hal ini sesuai dengan ayat al-Cur'an yang
menerangkan bahwa di antara pihak dengan pihak yang lain
agar saling tolong menolong dalam hal-hal yang baik dan
akan membawa ketaatan (Bagwa) kepada Tuhan Sebab
tolong-menclong yang melanggar agama dan menimbulkan
permusuhan merupakan larangan agama.’?

Penerapan  al-masighah  oleh  al-Ghazidli mengenai
manusia atau masyarakat dalam bentuk keharusan untuk

ihhid, I, M

® Lilat M. Solly Lubis, ffeur Megars, (Bandung 1 Alumnad, 1981}, 31

Hegje Abdul Bazak, Poliok Kemecparaan | Perviloran-pemilcdran al-
Ghazdif daer Iha Tadmipah, (Surabaya : Bina T, 1999, 22-06

W Likat Zainal Abidin Ahmsad, Komsepsd Negara Bermoral Mesrr
fmam ab-Cohardli, (Jakana : Bulsn Bintang, 1975), 17

12 Lihar Q5 al-Maidah ayar 2
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tolong menolong  dan saling bergantung boleh jadi
merupakan solusi pemecahan problem masyarakat waktu itu
dalam rangka menjaga stabilitas umat. Konsep “lebih baik
mempertahankan serta memperbaiki vang ada daripada
membentuk yang baru” merupakan cerminan dari inti kaidah
masighel, “mendaledlukan maslahel horus  lebih divdamaekan
daripada menghindarkan mufosid (kerusakan).” Sebab, keadaan
masyarakat pada masa hidup al-Ghazili suasananya sudah
terjebak pada konflik kepentingan individual dan kelompok,
Para ulama figh ketika itw telah diasvikkan dengan
berbantahan tentang hukum [slam dan saling bersikukuh
pada pendapat para imam mazhab. Ulama ahli illmu kalam,
juga mengalami problem yang sama? Demikian  pula
gerakan illegal, yang mula menampak ke permukaan dengan
berand dan selalu melakukan leror, seperti perakan batiniyal,
vang akhimya gerakan ini memuncak pada peristiwa
pembubuhan perdana menteri Nizdnr al-Medluk 14

Gagasan saling menolong dan saling bergantung itu
rupanya merupakan dasar utama dalam memberikan
kontribusi restrukburisasi sistern  pemerintahan dan  al-
Ghazali yang cukup berani pada waktu itu'® Sebab dalam
pemerintahan monarki seperti yang dijalankan waktu itu,
kekuasaan bersifat absolut, di mana penguasa adalah segala-
galanya.'® Inilah vang memberi wama kedalaman al-Ghazali
dalam manangkap maksud syan‘at lslam itu mempunyai
tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama,

O Likat Munawir Sjadeall, Faluer dioa Taits MNMegara; Apivan, Seuarak
ian Pemikivan (Ul-Press, 1990, T1; al-Ghaeili dalam bal il sampa berani
mengpatakun adanya ibims’ aleir" dan ulama yang kurang hermoral. Lika
Ty 1, T,

U Libat Ahmacdi Thaha dan Tyes Tsmad, Seschar ol Ghaedl fagr
Pengoara, (Bandung 1 Mizan, 1994), 16

® Teorinya ind rapanya untuk meryelesaikan hobongan enfarerarga
yang sclalu teradi konflik, wrmasuk di kalangan bangsawan sendin yang
saling berebut kekuasaan, ceratama sepeninggal Mg af- ek

¥ Lihai Lubis, fmu Megares, 10-16
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Dalam rangka menciptakan kemaslahatan hakiki, al-
Ghazdli pun menegaskan bahwa manusia memiliki dua
tabi'at, wvailu tabi'at pribadi dan sosial. Untuk
merealisasikannya, ia mengacu kepada salah satu kaidah al-
maslahah, yaitu bahwa tasarruf al-imidm ‘ald al-ra‘tyah ot b
al-maslatalr (sepak terjang penguasa atas rakyat harus
berdasar kemaslahatan). Karena itulah, al-Ghazall dalam
menjelaskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki
oleh rakyat atau oleh penguasa sendiri, seperti kemampuan
di bidang hukum dan politik. Untuk memerankan sosialiya,
menurul al-Ghazili manusia harus memiliki pengetahuan
tentang masalah hukum dan polik; manusia periu
memberikan aturan hukum dalam lingkungan
masyarakatnya dan aturan hukum hubungan antar rakyat
dan pemerintah untuk menentukan batas-batas keadilan
pemerintahan.t”

Al-Ghazali adalah salah seorang di antara sekian para
pemikir keagamaan, tokoh yang secara tegas memberikan
solusi  yang jelas dalam menciptakan keharmonisan
hubungan antar warga, warga dan penguasa, serta hubungan
antar pemuka, baik agama dan pemerintah dengan dasar
saling tolong menolong atau kebersamaan dan kepedulian.
Untuk mempertahankan keutuhan negara dan  dapat
menjamin keberlangsungannya, al-Ghazili di samping teori
“ketergantungannya” juga memberikan masukan tentang
pentingnya mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan
profesionalisme.

Dalam hal mengatur hubungan rakyal dan penguasa
secara adil, kepada rakyat ia memberikan anjuran kewajiban

mentaat  pemerintah  dan  kepada pemerintah  pun  ia
mewajibkan untuk menciptakan keadilan. Dalam konsep al-

Ghazili, pemerintah merupakan organisasi permanen dan

7 Likat Hasoon Khan Sherwand, Mosbo Poliveal Thought amd
Adiminiseragion, (Delhi : Tdarah Adabivah, 1976), 20,
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tanpa organisasi demikian, Hdak mungkin terfaksana
perintah Tuhan secara utuh dan tertib, Pemerintah tersebut
harus ditaati oleh rakyat, sebab bila tidak ditaati akan selalu
timbul kekacauan terus menerus dan tidak akan berakhir.'®
Demikian sebaliknya pemerintah harus dapat mengayomi
dan menciptakan rasa keadilan bagi rakyvatnya,

Konsepsi asal mula negara menurut al-Ghazdli di atas
jauh berbeda dan lebih maju dibanding dengan teori-teori
yang ada selama ini, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian,
teori kekuasaan dan teori kedaulatan. Rupanya teori al-
Ghazili itu lebih memenuhi hasrat negara modern, vang lebih
menonjolkan demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak
asasi manusia. ™ Konsepsi al-Ghazili tersebut lebih realistis
dan sarat dengan pesan-pesan moral. la berbeda jauh dengan
konsep Plato yang terkenal utopis. Sebab, bagi al-Chazali
negara merupakan kebutuhan bersama yang harus ada dan
diatur dalam system yang menjamin rasa aman dan rasa
keadilan bersama. ™

Dengan teori asal usul negara di atas, terlihat secara
tegas bahwa al-Ghazili menerapkan salah satn al- maslahah
vang sangat mendasar yaitu aspek al-doruriyaf, Jadi, negara
sangat dibutuhkan dalam r:mgka menjaga kentuhan agama,
jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Tanpa negara rupanya
menjaga keamanan aspek primer dalam kehidupan umat
manusia ite sulit divujudkan.

1 Ibid, 208

# al-Ghardll, af-Tibe af-Maesbuk. ..., .

= Hika 'l:ﬁudn}u iml henar-henar l.phhl]i', munglkn keddakadilan
yang terjadi dalam sietern kekuassan akan terkikis. Hal ind sepeni yung
diungkapkan olch Munawir Sjadzali babwa kekecowsan al-Ghazdl i
Timur dapat tervbati dengan munculnya kekuasasn Islam di bagian Baras.
Lituar Sjndzali, fabiur oo Taca Negrarm , 73

B Hal dermikian ind, dapat werlibar dari selurub keterangan al-Ghazdli
dalam altFriw al-Masbok |
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FAKTOR PENDUKUNG UTAMA TEGAKNYA SUATU
MNEGARA

Menurut al-Ghazili, untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan
hidup manusia diperlukan pembagian tugas antara para
anggota masyarakat, dan sejumlah industri atau profesi. Ada
empat sektor yang merupakan tang intd bagi tegaknya
negara, vaitu (1) pertanian untuk pengadaan makanan, (2}
pemintalan untuk pengadaan pakaian, (3) pembangunan
untuk pengadaan tempat bnggal; dan (4) poliik untuk
penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerja sama
antar warga negara bagi pengamanan kepentingan bersama,
penyelesaian sengketa antara mereka serta perlindungan
terhadap bahaya dan ancaman dari luar® Dari empat sektor
tersebut politiklah merupakan profesi yang paling penting
dan paling mulia, dan oleh karenanya politik menghendaki
tingkat kesempurnaan yang lebih tingg danpada tiga sektor
yang lain,

Penpabaran prafes: politk menurut al-Ghazali meliputi
empat sub-profesi, yaitu (1) Sub-profesi pengukuran tanah,
untuk menjamin  kepastian pemilikan tamah warga
masyarakat. (2) Sub-profesi militer, untuk menjamin stabilitas
keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap segala
ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik dar
dalam maupun dari luar, (3) Sub-profesi kehakiman untuk
menyelesaikan sengketa antara warga negara dan (4) Sub-
profesi ilmu hukum untuk menyusun perundang-undangan
vang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warga negara,
b1

Al-Ghazali menempatkan posisi profesi politik benar-
benar pada kedudukan yang terhormat. Ia menempatkannya
satu Hngkat di bawah kenabian.® Sehingga orang-orang yang

12 Thid, 1745-1746
= Ihid, 1744-174T
B Sjxdzali, felem dan Tatancgpara, T3
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menduduki jabatan-fabatan politis tersebut harus benar-benar
orang yang mempunyai kecakapan dan kemahiran serta
integritas pribadi yang tinggl. ¥ Oleh karena itu profesi
poliik sangat penting, Dengan empat subprofesi tersebut
maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul
memiliki pengetahuan, kemahiran dan kearifan vang
memadai, dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung
jawalb yang lain,

Di sind jelas pemaknaan politk oleh al-Ghazali sudah
memenuhi harapan negara modern. Politik tidak hanya
diartikan sebagal cara untuk memperoleh kekuasaan dan
mempertahankannya ® tetapi diberi makna sarana untuk
menciptakan kemaslahatan rakyat dan negara secara umum,
bahkan lebih tegas dan keempat profesi yang peling penting
dan paling mulia. Karena itu, politk menghendaki tingkat
kesempurnaan yang lebih tinggi dari pada unsur yang
lainnya. ¥

Demikian pentingnya menempatkan politk dalam
systermn kekuasaan negara, al-Ghazali dalam bukunya af-Tibr
al-Mashuk fi MNamhat al-Mulik® benar-benar memberikan
saran dalam bentuk nasehat-nasehat yang dikemas dalam
alur cerita vang indah untuk menata system kekuasaan yang
sarat dengan kebijakan moral dan etika

D sini al-Ghazali lebih memperlihatkan dasar konsep
kemaslahatan dalam struktur managemen kenegaraan, dalam

= gl-Gharili, ol Tibvy al-Mecbak , B3-88

M Selama ini kecenderzngan makna politik hanya diartikan kepada
hal-hal yamg terkait  dengan kelwosaan  dan opaya  ontuk
momporiahankannys. Likar Deliar Moer, Peagantar ke Pemiloran Poliolk,
{Jakara : Rajawali, 19%83).

T Lihat Spadzali, fslrm dar Tatanegars, 75

B Lihat al-Cihazil, ak Tibr af-Masbek, 85,

® Pendapat al-Gheaill seperti dalam af-Tibr af-Mashek sangat
memperhatilcan moralitas. Dalam hal ini pols A Nasobtion mencoba
miembenkan pendapar yang sama balwa morabitas hans menjadl pedoman
dalam membangun swatu negara. Libat AH Masution, Pembaogeoan
Moral ; fogi Fembanguman Mesooal (Sarabaya - Bina Lmas, 55595).



Mursyidh, Konsep Politik. ., 13

bentuk yang Ilebih konknt, yaitu  profesionalisme  dan
ndustrialisasi. Hila konseptor kenegaraan vang lain
memperﬁj.'amtlcan negara hanya pada teritorial, rakyat dan
pemerintahan® tapi al-Ghazili menambah lagi syarat
industrialisasi dan profesionalisme. Boleh jadi pendapatnya
ini benar-benar menjadi prasyarat untuk negara modemn
sekarang. Al-Chazali lebih maju dalam memformulasikan
struktur keberadaan dan kekokohan suatu negara,

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA
(POLITIK)

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan landasan hubungan
agama’ sebagai “institusi khusus” dengan “politik (negara)”
di sisi lain. Paradigma hubungan ini dalam pandangan M.
[in Syamsuddin dapat dikatagorikan menjadi tiga kelompok,
yaitu (1) bersatunya agama dan politik, (2) hubungan saling
membutuhkan (simbiotik) dan (3) tidak berhubungan sama
sekali (sekularistik). ™

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa politik
menurut al-Ghazali tidak hanya diartikan sebagal cara untuk
memperoleh kekuwasaan dan mempertahankannya, tetapd
diberi makna sarana untuk menciptakan kemaslahatan rakyat
dan negara secara umum, bahkan lebih tegas sebagal profesi
vang peling penting dan paling mulia. Karena itu, politik
menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi dard
pada unsur yang lainnya dalam suatu negara. Maka dalam
hal ini, hubungan antara agama dan politik (negara) dalam

M Luhis, fmu Megaes, 10-16

M Agama yang dimaksud i sini adalab echuh sistem nilai yang
dijadikan pediomman berperilalon wmat manosia dalam menoia hubongan
andara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusis das selweh alam
semcsta; yang kcbenamnnya diakwi secara mutlak. Baca Endang Saifuddin
Ansghan, fforw, Falsafir dar Ageama, (Surabaya @ Bina Iima, 1987, 117-148

4 Linar M. Din Syamewddin, "Ulsahs Pencanan Ronscp Megara
Dradam Separah Pemikiean Palidk lslam", [lasoed Qocies Vel, TV /BNo.2 th,
1993, 53
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perspektif al-Ghazli, adalah termasuk pada model simbiotik,
Artinya politik dan agama saling membutubkan atau saling
melengkapi. Sehingga masuknya agama ke dalam konsep
negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan
kemaslahatan umat manusia secara hakikl. Pengkategorian ke
dalam model simbiotik ini dapat terlihat dari pemikiran al-
Ghazall ketika ia menempatkan “agama dan politik sebagai
saudara kembar”, Kendati demikian agama harus lebih
diutamakan. *

Menurut al-Ghazali agama dan politik adalah saudara
kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama
adalah dasar dan sultan (kekuasaan polibk) adalah
penjaganya, sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu
dasar akan hilang. ™ Jadi sultan sangat dibutuhkan untuk
menjamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan
keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama dan
ketertiban pelaksanaan agama meropakan keharusan untuk
memperoleh kebahagiaan adi akhirat. Inilah tojuan para
Mabi, Jadi pengangkatan kepala negara wajib menurut
hukum agama, serta tidak ada alasan  untuk
meninggalkannya. Dengan demikian ikatan antara agama
dan dunia atau antara agama dan kekuasaan politik secara
integratif akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di
tangan kepala negara yang ditaatl, serta memiliki wibawa
untuk melindungi kemaslahatan rakyat,

Untuk mempertegas hobungan saling bergantung
antara agama dan politk serta agama diletakkan sebagai
dasar dalam menciptakan kebahaginan hakiki, maka al-
Ghazali meletakkan politik dalam lingkup ilmu pengetahuan
vang, berkaitan dengan agama. * Dalam pengertian yang lain

Wal-Ghazdli keriks menjelaskan polok-pokok man menegaskan
bahws scomis ciptain Aflah membutuhkan kepadafSNya. Ecbumban ini
merupakan kebiduhan wiama dan perama. AL Tibe alashuks,

¥ AL-Ghazili, My, Jue 1, 31

1 Jhad, 29-30
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dapat difahami bahwa negara meruopakan lembaga vang
memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan
syari‘at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin
ketertiban urusan dunia dan akhirat

KEPEMIMPINAN ATAU KEPALA NEGARA,

Al-Ghazali dalam masalah kepemimpinan berpendapat
bahwa pembentokan kekhalifahan adalah wajib shar'.
Dasamya adalah yma’ umat dan kategori wajibnya adalah
fard kifdhyali.® [pma’ itu menurat al-Chazili telah terjadi dalam
sejarah umat [slam, yaitu kesepakatan para sahabat untuk
mengangkat  seorang  khalifah menggantikan  Nabd
Muhammad Saw sebagal pemimpin umat segera setelah
beliau wafat. Sejak penstiwa itu sampai pada masa al-Chazali
umat Islam selalu berada di bawah pemerintahan system
kekhalifahan, Artinya selama beberapa abad, umat Islam
sepakat menerima sistem pemerintahan itu ¥

Jadi proses ifma’ bagi al-Ghazili adalah konsensus
seluruh ulama dan masyarakat awam dalam waktu yang
tidak terbatas. Bagi al-Ghazili yang penting bukan ijrua’'nya
thu, tetapl mengapa gma’ it terjadi, Menurutnya, J'Jlmﬂ“ wrrat
terhadap perlunya imamah dimaksudkan dalam rangka
memelihara syari'at dan ketertiban agama, Yang sedemikian
tha tidak mungkin terwujud kecuali adanya penguasa vang
ditaati. * Di samping alasan di atas, al-Ghazili juga

¥ Lihat al-Ghazili, af-fgredd & al-Pogda (Mesie : Makiahah al-
Jund, 1972}, 118,

7 Iinra ' diformulasikan al-Ghazili sebagai persetujuan seluroh umat
Iskami {ulama dan masyarakar swam) khosssays femiwng maaalah yang
berkmitan  deagan agama, Dengan alasan bala ulams' telsh bersepakat
maka masyarakal awam akan mengikud mereka, Dasar hukomnya Hadis
Rasubsliah “Lhmatkn tidak akan bersepakat terhadap sesuars yang salah
atan sesal™, Baca al-Ghardli, af-Muriafs mio Tim abUpdf (Cairo opl®57),
.

¥ Lihat Mubammad Jalsl Sharaf dan Al Abd al-Mu'ti Muhassmad,
al-Filer al-Siyasi & al-laldo, (Tskandariyah | Dis al-JTami'ah al-Misrivah,
1978), Y.
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mengemukakan  alasan  lain  dengan  memperhatikan
kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia itu. Menurutnya
manusia {tu cenderung bermasvarakat mewujudkan kerja
sama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Tapi dalam kerja sama dan tolong
menolong itu sering terjadi persaingan dan pertentangan,
maka untuk mengatasinya diperlukan pemerintah atau
penguasa,™ atau pemimpin yang melayani kepentingan
rakyat.

Pemikiran al-Ghazali tersebut mengandung arti bahwa
agama dan politik dunia dan akhirat mempunyai kaitan yang
erat yang tak dapat dipisahkan. Sebab, menurut al-Ghazili
tujuan manusia dalam bermasyarakat bukan hanya
memenuhi  kebutuhan dan mencari kebahagisan maten
semata, melainkan lebih dari itu untuk mempersiapkan
kehidupan yang lebih sejabiera dan abadi dunia dan
akhirat.® Hidup dan kehidapan di dunia bukan untuk dunia
semata, tetapi dunda untuk agama dan agama untuk
mengatur dunia. Keduanya harus dipenuhi secara seimbang
dan adil.¥

Aktualisasi agama adalah pemahaman, penghayatan
dan amal ibadah. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan
jasmani vang sehat dengan terpenuhinya kebutuhan-
kebutuhan primer seperti keamanan jiwa dan hartanya
terjamin. BHila kebutuhan-kebutuhan penting ini  tdak
terpenuhi ilmu dan amal juga tak akan tercapai yang
keduanya merupakan jalan dan alat untuk memperoleh
kebahapiaan. Jadi kesejahteraan materiil menjadi syarat
terlaksananya penghavatan dan pengamalan agama dan
agama berperan mengatur cara memperoleh kebubuhan

B gl.Ghazill, fhyd 11, 6.
4 Thad, 1, 3.
A Jalal Sharal dan Mubamanad, a-Fike ol Shdsd, 189,
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materiil. Ketertiban dunia, keamanan fiwa dan harta serta
aktualisasi agama tdak akan terwujud kecual dengan
adanya penguasa yang ditaati untuk mengatur dunia dalam
upaya untuk menjadikan ladang memperoleh kehidupan
sejahatera di akhirat Jadi sultan sangat dibutuhkan untuk
menjamin ketertiban  dunia, Keterbban dunia merupakan
keharusan  untuk ketertiban  pelaksanaan agama, dan
pelakasanaan agama adalah keharusan untuk mempercleh
kebahagiaan di akhirat. Ttulah sebabnya pengangkatan imom
atan penguasa wajib menurut hukum agama (syara’), dan
Hdak dibenarkan untuk menmggalkannya® Dengan
demikian ikatan antara agama dan dunda atin antar agama
dan kekunasaan politik secara integral akan menciptakan
wibawa kedaulatan negara di tangan kepala negara yang
ditaati, dan memiliki wibawa wuntuk melindungi
kemaslahatan rakyat. ©

Alasan  vang lain dari  al-Ghazali mengapa ia
menyejajarkan politik dengan agama, yaitu persepsinya
tentang posisi politik dalam ilmu pengetahuan. Dalam
pandangan al-Ghazali, ilmu pengetahuan harus dibedakan
antara ilmu syari'at dan ilmu vang bukan syari‘at. Politik,
akhlak dan metalisika termasuk dalam kategori pertama.
Sedangkan logika, matematika dan fisika termasuk dalam
kategori yang kedua¥ Artinya kategori pertama seperti
politik bersumber darl syariat dan kategori kedua bersumber
dari akal dan pengalaman empiris# Jadi masalah politik
termasuk kafian figh, * yang berarti menjadi wewenang
ulama figh, Al-fagih adalah orang mengetahui undang-undang
politik, orang vang mengetahui cara menyelesaikan
pertentangan di antara rakyat Maka ia menjadi guru,

- al-Ghaeili, al-fpnedd, 106

© Julal Sharal dan Mubsammad, a-Fikr al-Siyisi, 377,

& Serwand, Strafics 203

# Lihat al-Ghazali, af-Muogich i ab-Dalil (Kairo, 1961), 27
& al.Ghazili, ALfgaisid, 105
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pendamping dan pembimbing bagi kepala negara dalam
memelihara agama dan mengurus dunia, @

Oleh karena itu, al-Ghazdli mendefinisikan syariat
sebagni usaha memperbaiki kehidupan rakyat dengan
membimbing mereka ke jalan  yang  lurus  yang
menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat® Polititk bagi
al-Ghazili merupakan alat untuk memperoleh kebahagiaan
di dunia dan di akhirat. Jelas pengertian ini lebih luas dari
pengertian politk sekarang vang hanya berkaitan dengan
urusan duniawi (sekular).

PEMNGANGEATAN DAN TUGAS KEPALA NEGARA

AlChazali tidak secara rind membuat rumusan sistem
pengangkatan kepala negara, akan tetapi ia membuat kriteria
mengenai seseorang yang dapat diangkat memjadi kepala
Megara atas landasan integritas pribadi dan moral. Kriteria
yang ia tetapkan merupakan implementasi konkrit dari
rumusan al-meslahah. Sebab, bila orang vang akan menduduki
jabatan tanpa adanya kualifikasi tertentu, maka penciptaan
kemaslahatan bersama akan sulit terwujud. Al-Ghazali
sebagai penganut sunni, tentufah mewakili pendapat
golongan sunni, Kepala negara itu harus mempunyai
kecakapan mengatur masyarakal, berpengetahuan, wara’
(takwa) dan tergolong orang Quraysh.® Sekalipun ada beda
pendapat tentang mendudukkan orang Quraysh sebagai
kepala negara, namun alur utama golongan sunni
menyatakan hal itu merupakan keharusan

Dalam  keterangan  yang  lain,  al-Ghazali
mengemukakan bahwa syarat-syarat kepala negara adalah

0 Sharal dan Mohammad, af-Fikr al-Siydef, 376; al-Ghazili , Fatifar
ai-F i, 4,

 [hid., 5

# Lihat Mubammad Yool Musa, Nigdm afFHukne 8 af-Jsidm,
{Kaires : Dilr al-Kutiih sl-Araby, 1963), 53
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merdeka, lelaki, mujtehid, sehat panca indera, adil dan
baligh.® 13 sini memang al-Ghazili tidak mensyaratkan
orang Quraysh. Pendirian ini mungkin dipengaruhi oleh
kendisi keberadaan pemerintahan pada masa itu. Sebab pada
masa itu orang-orang Seljuk sedang memegang peran
pemerintahan, Begitu juga dalam tulisannya yang lamn syarat-
syaral kepala negara ada empat macam, yaitu: (1) Najdah,
cukup kekuatan dan berwibawa (2) Kifayah, mampu
menyelesaikan segala persoalan, (3) Wanr', bersih sikap
hiduprva,(4) I, berpengetahuand

Fenjelasan di atas jelas memperlihatkan dasar al-
maslahalh  sebagai pertimbangan al-Ghazali di  dalam
memformulasikan prasvarat kepala negara. Sebab, di sind
terlihat faktor penciptaan stabilitas menjadi pertimbangan al-
Ghazili. Secara gamblang hal i juga dapat terlihat dalam
penjelasan  al-Ghazali dalam hal penunjukan pembantu-
pembantu kepala megara. la mensyaratkan bahwa orang-
orang yang ditunjuk menjadi pembantu kepala negara harus
benar-benar orang yang cakap, lebih-lebih untuk jabatan
peradilan. Sebab, jika tidak demikian akan imbul bencana®
Perimbangan-pertimbangan al-Ghazili seperti itu bisa
dipahami sebagai pelaksanaan jalt al-masilih  dalam
penerapan al-maslahat

Al-Ghazall memamg tidak merinci  mekanisme
pengangkatan kepala negara. Al-Ghazili dalam hal ini hanya
merekonstruksi atau, membuat teori yang berasal dari
peristiwa semasa hidupnya dan apa vang terdapat dalam
hadis Rasulullah Saw dan sunnah para sahabatnya serta para
tabi'in. Bilamana pandangan al-Ghazili dikaitkan dengan
teori demokrasi jelas berbeda dengan pola demokrasi
modern. Tapi patut dicatat bahwa dalam teori politik al-

M Jalal Syasal dan Muhammod, af-Fike of-Spdei, 305-402
B Tkl Lihoar juga Sjadeabi, Solam oin Tatiocgrar, T8,
¥ Libhar al-Ghazdli, af-Tibr af-Mankaok, 83-88,
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Ghazili, keadilan menjadi perhatian utama,® di samping
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Artinya,
kemaslahatan umat sudah menjadi perhatian utama dalam
teori politik al-Ghazili Dalam scal ini al-Ghazali dalam
bukunya al-Tibr al-Mashuk i Nasshat al-Muluk  menjelaskan
posisinya bahwa sebetulnya tdak terlalu  penting
membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Yang
penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus
benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan
dapat menciptakan keadilan. Sebagai ganti dari paparan
terinci, al-Ghazali mengemukakan sebuah prinsip bahwa
meskipun seseorang menjadi kepala negara atas kehendak
Allah sebagaimana tersirat pada ayat 26 surat Ali Imran,
namun ia juga harus mendapat fisfund  (penyerahan
kekuasaan) dan tmwlyah (pengangkatan dan orang lain).
Menurut al-Gharali ada tiga cara untuk memperoleh fafiond
dan tewliyaf, yaitu dengan cara penetapan dari Nabi,
penetapan dari sultan yang berkuasa dengan menunjuk putra
mahkota (wildyat al-‘ahd) dari putra-putranya atau orang yang
diperkuat dengan bay'ah oleh ulama® (ahl al-hall wa al-"agd).

Dhari uraian di atas, maka tugas kepala negara dalam
perspektif  Imam  al-Ghazili  adalah  menciptakan
kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah
sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan  semaksimal
mungkin. Jadi tugas kepala negara adalah menjalankan
amanah dan menciptakan keadilan. Dengan demikian al-
Ghazili meletakkan tugas kepala negara dengan menerapkan
jalb al-masilth wa dar'u al-mafisid (mengupayakan kebaikan
atau maslahah dan menghindari segala hal vang
mencelakakan).

o Thoiel, 4364
W Libeat ab-ChardE, o lqusdd , 106



Murgpid, Konsap Polfi, 111

SUMBER KEKUASAAN

Berbagai teori yvang muncul dalam memperbincangkan dari
mana kekuasaan ita bersumber, terekam kedalam teord
berikut, yaitu teon ketuhanan, kekuatan dan kontrak sosial,

Teori Ketuhanan.

Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan,
Penguasa berhak atas kehendak Tuhan pula yang memberi
kekuasaan itu padanya.® Hanya saja teori-teori ketuhanan
Hdak sepakat dalam hal bagaimana cara kekuasaan itu
berwujud dan dimiliki oleh penguasa. 5T. Agustinus (354-
430 dalam karyanya Civita Dei "Negara Tuhan”, sepert
yang diungkapkan GH. Sabine menyatakan bahwa
kekuasaan Kaesar haruslah mendapat pengesahan dan
Paus®  Sebaliknya Dante  Alghien (1265-1321)
mengemukakan bahwa kekuasaan politik tidak diperoleh
daru Paus, tapi langsung dari Tuhan dengan jalan persaingan
dan peperangan. Kemenangan yang diperoleh dengan cara
tersebut merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan
terhadap pemenang untuk berkuasa *

Teori Kekuatan.

Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber
dari  kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan
kemenangan dalam persaingan Kekuatan yvang menanglah
yang memimpin dan berkuasa. Tampaknya teori ini mirip
dengan pendapat Dante di atas. Tetapi sesungguhnya
tidaklah demikian Yang pertama berakar pada agama dan
yang terakhir ini berakar dari fenomena sosial. Teori
kekuatan ini dapat ditemukan antara lain dalam pemikiran

4 Lihat Th. B. Sabaroddin, Mmoo Negara Umern, {Jakarts 1 Pradmm
Paramdia, 1986}, 9

E Likat GH. Sabine, A Historr of Pobscal Theory, {London | Geonge
G Harrap and Co. L, 19510, 170, 179 dam 207-208

!"JM 227
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Ibn Khaldun dalam kitabnya Mugaddimah®® dan juga dalam
karya Nicolo Machiavelli (1469-1527) yang berjudul I
Principe “Pangeran” atau Kepala Negara

Teori Kontrak Sosial.

Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan bernegara
berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat Meskipun
begitu pelopor-pelopor teori ini tidak sependapat berkenaan
dengan fungsi masyarakat. Dan ini berakibat perbedaan
pendapat diantara mereka dalam hal pemegang kedaulatan
dalam negara. Thomas Hobbes yang memandang bahwa
penguasa adalah negara, berpendapat bahwa penjanjian
masyarakat pada hakekatnya adalah penyerahan kekuasaan
dari warga masyarakat kepada seseorang atau scbuah
lembaga vang disepakati® Ini berarti kedaulatan negara
bersumber dari rakyat dan kekuasaan tersebut memperoleh
legimitasi melalui perjanfian masyarakat. Sebaliknya John
Locke dan ]J]. Rousseau tetap memandang rakyat sebagai
penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai
fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap
anggota masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang
bertindak secara alamiah, Mereka mempunyai hak-hak
persamaan dan kebebasan sebagai pemberian alam. Untuk
memelihara dan melindungi hak-hak mereka itulah maka
mereka membentuk negara dan melengkapinya dengan
menyerahkan sebagian atau semua kekuasaan yang mereka
miliki.#

Dari uraian diatas secara teoritis nampak kedaulatan
berwujud dalam berpolitik dengan cara sebagai berikut :

W Lihar Abd Rabimman Thi Ehaddisn, MWogeddimah al-afdmal T
Ehaldin, {Te Dar al-Fike, 1), 132 dan 154,

¥ Lihat S, &5

& T ihae GH. Sabine, A Histon..., 198

# Lihat F. lsywara, op of,  144=145, J] Roosseau, The Sociad
Cartract rerpemahan Sumardjo, Koatrak Sooial (Jakara @ Erlangga, 1986),
14-15
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{1} Kedaulatan bersumber dari Tuhan dan diperoleh dengan
penunjukan dan legitimasi pemuka agama, atau langsung
dari Tuhan kepada kepala negara (raja) melalu
kemenangan dalam persaingan kekuatan,

{2) Kedaualatan bersumber dari kekuatan manusia dan
menjadi milik negara (raja}) melalui kemenangan manusia
dalam persaingan kekuatan atau berdasarkan perjanjian
masyarakat.

{3) Kedaulatan bersumber dari alam dan tetap menjadi milik
rakyat.

Dalam hal sumber kekuasaan ind, al-Ghazali juga lebih
dekat dengan teoni ketuhanan, Dengan mendasarkan kepada
ayat 59 surat An-Nisa yang memerintahkan orang-orang taat
kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin
dan ayat 26 surat Al Imran yang mencgaskan bahwa Allah
SWT memberikan kerajoan (kekuasaan) kepada yang dia
kehendaki,  al-Ghazdli mendukung pendapat  yang
mengatakan kepala negara atou sultan adalah bayangan
Allah diatas bumi-Nya. Karena itu, rakyat wajib mengikuti
dan menaatinya tidak boleh menentangnya. Untuk itu, kata
al-Ghazali telah menjadi kenyataan Tuhan memilih cucu-cucu
Adam menjadi nabi-nabi dan para pemimpin. Fara nabi
bertugas untuk membimbing rakyat ke jalan yang benar dan
para raja atau pemimpin mengendalikan rakyat agar tidak
bermusuhan sesama mercka dan dengan kebijakannya ia
mewufudkan kemaslahatan rakyat.s?

Pendapat al-Ghazdli tersebut menurut pendapat
Muhammad Jalal Syaraf dan Ali *Abd al-Mu'th Muhammad,
mengandung arti bahwa kekuasaan kepala negara itu
mugeddes  (suci). Ka.renan].ra rakyat wajib menaati Hg.ala
perintahnya. Maka sistempemerintahan dalam pemikiran al-
Ghazili lebih cenderung teokrasi® Dalam hal ini ada

Q gl-Ghazdli, ak Nibr af-Masbek. ..., 4048
B Muhammad jalal Syaraf dan AE Abd al-Mu'thi. Op cit. kim 393



114 Justitia islamica, Vol 2/No. Ziuli-Des 2005

beberapa teori yang berkenaan dengan fungsi-fungi

kekuasaan politik, diantaranya adalah :

(1) Dalam teori teckratis, kekuasaan politik dimaksudkan
unruk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam
kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan
keadilan  sehingga manusiaa dapat  memperoleh
kedamaian dan keselematan dunia akhirat. &

{2) Dalam teori perjanjian masyarakat, kecuali teori Hobbes,
kekuasaan politk dimaksudkan untuk memelihara dan
menyelengparakan ketertiban umum sehingga setiap
warga negara dapat menikmati hak-ahak tanpa khawatir
ada serangan dan gangguan dari fihak lain * atau
menyelenggarakan kehendak umum rakyal.™

(3} Dalam teori kekuatan dan juga teori Hobbes, kekuasaan
politik dimaksudkkan untuk mencegah dan menekan
sifat-sifat dan keglatan-kegiatan yang menyerang dari
seseorang atau sebah kelompok terhadap hak-hak dan
kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengan
demikian  eksistensi masvarakalt dan negara dapat
terpelihara. &

Meskipun pemerintahan dalam pemikiran al-Ghazili
lebih cenderung teckrasi, pendapat al-Ghazali diatas masih
memperlihatkan azas kemaslahatan vang dijadikan
sandarannya. Karena disini ia meletakkan negara sebagai
bagian darl agama, sedang aspek agama merupakam salah
satu unsur dhandri. Hal itu juga akan lebih jelas jika
memperhatikan pendapat  al-Ghazili, bahwa meskipun
seseorang menjadi sultan atau kepala negara atas kehendak
Allah, namun ia juga harus mendapat fafuid (penyerahan

# GH Sabine, A HMistory..., 169172

# Dielar MWoce, Pennkiran Pokink of Negare Barm, (Jakar -
Hajawali, 1982), #0-91. GH Sabine, 4 Higrony. .., 447

# Lihat |] Rouvaseau, The Soci/ Comteser.. 73 Deliar Moer,
Pemikiran ..., 1M

# Lihat Thn Bholdun, Misgeddimab ..., 304
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kekuasaan) dan taudiyeh (pengangkatan dari orang lain).
Pengangkatan itu menurut al-Ghazali ada tiga cara :
penetapan dari Nabi, penetapan dan sultan yang sedang
berkuasa dengan menunjuk putra mahkota (wildyat al-'Alud)
dari putra-putranya atau orang Quraisy yang lainnva dan
pengangkatan dari pemegang kekuasaan yang diperkuat
dengan baiat oleh ulama, vakni all al-Halli wa al-Agd:,

BENTUK PEMERINTAHAN

Teori-teori yang berkembang mengenai bentuk pemerintahan
selama ini ada bga macam, yaitu Monarki, Oligarki dan
demokrasi. ¥ Pembagian tersebut didasarkan atas jumlah
orang yang memegang pimpinan buat penyelenggaraan

kepentingan bersama dan negara.
Mo | BENTUE-BENTUE PENGERTIAM
PEMERINTAHAMN

lalah sistem pemerintahan dimana

1 | MONARKI kekuasaan  negara  tertinggi
terletak di tangan satu orang saja,
vaitu raja.
lalah model pemerintahan dimana

2 | OLIGARKI kekuasaan negara tertinggi

terletak  ditangan  sekelompok
kecil orang-orang  yang  ber
pengarub atas masyarakal
lalah model pemerintahan dimana
3 | DEMOKRASI kekuasaan negara terletak di
tangan sejumlah besar dari rakyat
dan menjalankan kekuasaan itu
untuk kepentingan semua orang |
Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al-Ghazali
mengenal asal-usul negara, pengangkatan kepala negara,

“ Lihat M. Softy Labis, faon Mogara, .., 67
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prasyarat kepala negara, dan sumber kekuasaan, maka model
pemerintahan yang dipilih  al-Chazili adalah monarki,
Pemahaman ini dapata secara jelas terlihat dari pendapat al-
Ghazili tentang seseorang vang akan menjadi kepala negara
harus mendapat fofivid dari pemegang keknasaan.

PENUTUP

1, Latar belakang sosio-kultural, keluarga dan pendidikan
al-Chazali sangat mempengaruhi pandangannya dalam
pelitik kenegaraan yang tercermin dalam pandangaannya
tentang  asal-usul Hmbulnya negara, faktor-faktor
pendukung vtama tegaknya suatu negara, hubungan
antara agama dan negara, sistem kepemimpinan kepala
negara, pengangkatan dan tugas kepala negara, sumber
kekuasaan kepala negara serta bentuk pemerintahan.

2. Agsal mula imbulnya negara menurut al-Ghazdli adalah
konsensus umat [slam setelah Rasulullah SAW  wafat,
untuk mengangkat seorang khalifah yang berfungsi
untuk memelihara syari'at dan ketertiban agama, Di
samping iy, mumculova agama menurut al-Ghazadli
merupakan kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia,
vang mana manusia disamping makhluk individu juga
makhluk sosial vang bidak bisa hidup sendiri,. Manusia
cenderung bermasyarakal agar bisa bekerjasama dan
tolong-menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya. Untuk it menurut al-Ghazall negara
merupakan suatu lembaga yang penting, karena ia adalah
suatu bentuk pergaunlan manusia dan suatu komunitas,
Untuk itu agama merupakan pokok atau fondasi sebuah
bangunan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga
keutuhan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.

3. Faktor pendukung uotama tegaknya suatu negara
menurut al-Ghazali, ada empat hal, vaitu : pertanian,
pemintalan, pembangunan dan politik. Dari empat hal itu
faktor politiklah yang merupakan profesi yang paling
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penting. Profesi politik tersebut meliputi empat sub
profesi, yaitu sub-profesi pengukuran tanah, sub-prefesi
militer, ssub-profesi kehakiman dan sub-profesi ilmu
hukum. al-Ghazali menempatkan posisi profesi politik
benar-benar pada kedudukan yang terhormat, sehingga
orang-orang yang menempati dan menduduki jabatan
tersebut  harus benar-benar orang yang mempunyai
kecakapan dan kemahiran serta integritas pribadi yang
tinggi dan profesionalitas.

Hubungan antara agama dan politik (negara) menurut al-
Ghazali sebagai saudara kembar, arbinya sangat dekat
dan saling bergantung. Agama adalah dasar dan sultan
(kekuasaan politik) adalah penjaganya. Hubungan antara
agama politk menurut  al-Ghazali tersebut adalah
termasuk hubungan simbiotik. Artinya pelitik dan negara
saling membutuhkan dan saling melengkapi. sehingga
masuknya agama ke dalam konsep politik dikarapkan
berar-benar dalam rangka menciptakan kemaslahatan
umat manusia secara hakiki

Dalam masalah kepemimpinan, al-Chazali berpendapat
bahwa pembentukan kekhalifshan adalah wajib syvar'i,
dasarmya adalah jjma’ umat dan katagon wapibnya adalah
fardhlu kitavah. Untuk itu seorang khalitah harus ditaati
sebagai pemimpin negara (Q.5. An Nisa® 59),

al-Ghazili tdak secara rincd membuat rumusan sistem
pengangkaatan kepala negara, akan tetapt ia membuat
kriteria mengenai seseorang yvang dapat diangkat menjadi
kepala negara, vaitn oraang yang benar-benar dapat
menunaikan amanah dan dapat menciptakan keadilan
Meskipun 1a tidak secara tegas merumuskan mekanisme
pengaangkatan kepala negara, al-Ghazdll menyatakan
bahwa memang seseorangg menjadi kepala negara
adalah atas kehendak Allah sebagaimana firman Allah
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dalam Q5 Al-lmnin oyat 26, namun ia harus
mendapathkan fafund dan baliyat,

7. Sumber kekuasaan kepala negara atan sultan menurut al-
Ghazili adalah bayangan Allah, karena itu wajib
mengikuti dan mentaatinya sebagaimana firman Allah
Q5. Al-Nisa 56 dan Al-lmrin 26. Sumber kekuaasaan
pendapat al-Ghazili ini adalah lebih dekat dengan teori
ketuhanan, apabila kita rekam dalam tiga teori kekuasaan
(teori ketwhanan, teon kekuatan dan teori komtrak sostal). Dan
sistem kekuasaan pendapat al-Ghazéli ini lebih condong
termasuk  teori  teokratis, yailu kekusaan politk
dimaksudkan untuk menyelengparakan ajaran-ajaran
agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan
kebaikan dan keadilan, schingga manusia dapat
memperoleh kedamaian dan keselamatan dunda akhirat,

8. Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al-Ghazili
diatas, maka model pemerintahan pemikiraan al-Ghazili
adalah termasuk model pemerintahan monarki.
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